
 

 

 

WALIKOTA SUNGAI PENUH 

PROVINSI JAMBI 
 

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 

NOMOR 26 TAHUN2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

 

Menimbang : 

 

a. bahwauntukmelaksanakanketentuan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi; 

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka 

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana 

program dan kegiatan prioritas daerah, sesuai ketentuan Pasal 

343 ayat (1) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendaliandanEvaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan 

Daerah tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah 

danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah serta Tata 

Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang 

Daerah, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Sungai PenuhTahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Sungai Penuh tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023;  

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4871); 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 

 



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahRepublik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 

2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2018 

tentangStandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018Nomor2, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor6178); 

9. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019 

tentangPengelolaanKeuangan Daerah (TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); 

10. PeraturanPemerintahNomor 13 Tahun 2019 

tentangPedomanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2022 

tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); 

12. PeraturanPresidenNomor 18 Tahun 2020 tentangRencana 

Pembangunan JangkaMenengahNasionalTahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. PeraturanPresidenNomor 108 Tahun 2022 

tentangRencanaKerjaPemerintahTahun 2023 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174); 



14. PeraturanPresidenNomor 134 Tahun 2022 

tentangPemutakhiranRencanaKerjaPemerintahTahun 2023 

(LembaranNegeraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242); 

15. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, PengendaliandanEvaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara 

EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana 

Pembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana 

Pembangunan JangkaMenengah Daerah serta Tata Cara 

PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang 

Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

16. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 70 Tahun 2019 

tentangSistemInformasiPemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 90 Tahun 2019 

tentangKlasifikasi, Kodefikasi, 

danNomenklaturPerencanaanPembangunandanKeuanganDaer

ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

18. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 77 Tahun 2020 

tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 59 Tahun 2021 

tentangPenerapanStandarPelayanan Minimal(Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021Nomor1419); 

20. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor81Tahun 

2022tentangPedomanPenyusunanRencanaKerjaPemerintah 

DaerahTahun 2023(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022Nomor590); 

21. PeraturanMenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 

2022 tentangRancanganRencanaKerjaPemerintahTahun 

2023(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

486); 

22. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 050-5889 Tahun 2021 

tentangHasilVerifikasi, Validasi,Inventarisasi, 

Pemutakhiran,Klasifikasi, 

KodefikasidanNomenklaturPerencanaan Pembangunan Daerah 

dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 

tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jambi Tahun 2021 Nomor 11); 

24. PeraturanGubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2022 

tentangRencanaKerjaPemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 

2023 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 11); 

25. Peraturan Daerah Kota Sungai PenuhNomor 5 Tahun 2012 

tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai PenuhTahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai PenuhTahun 2012 

Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10); 

27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentangRencana 

Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota Sungai 

PenuhTahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai 

PenuhTahun 2021 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

 

: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 

TAHUN 2023 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 18Tahun2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023(Berita 

Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 18) diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanWalikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh. 

 

 
Ditetapkan di   Sungai Penuh 

pada tanggal 26 Juli 2023 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 

                  ttd 

 

  AHMADI ZUBIR 

Diundangkan di Sungai Penuh 
padatanggal26 Juli2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH 

 

 
 

ALPIAN 

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 26 

salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 
Setda Kota Sungai Penuh, 

 

 

 
ZAHIRMAN, S.H, M.H. 

Pembina Tk I 

NIP. 19730115 200604 1 006 
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